
BAB III

[bookmark: OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN]OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN


3.1. [bookmark: 3.1. Objek Penelitian]Objek Penelitian

3.1.1. [bookmark: 3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Organisa]Sejarah dan Perkembangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Perpustakaan Umum Kota Cirebon atau yang lebih dikenal dengan nama Perpustakaan 400 berada di jalan Brigjen Dharsono (By Pass) no. 11 Kota Cirebon, Jawa Barat. Perpustakaan ini awalnya didirikan oleh Ikatan Keluarga Batalion 400 Tentara Pelajar Brigade XVII Siliwangi pada tahun 1980 an untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang tergabung dalam Batalion 400 Tentara Pelajar Brigade XVII Siliwangi.
Pada Tahun 1984 saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Kotamadya Dati II Cirebon dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, pihak Ikatan Keluarga Batalion 400 bersedia menyumbangkan tanah beserta bangunan perpustakaan didalamnya untuk dijadikan perpustakaan umum daerah. Sedangkan peresmian penggunaanya dilakukan oleh Ketua Ikatan Keluarga Batalion 400 Tentara Pelajar Brigade XVII Siliwangi, Drs. H. Salamun A.T. pada tanggal 10 November 1984
Setelah resmi beroperasi dari tahun 1984 status perpustakaan UPT Perpustakaan Umum berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1990 UPT Perpustakaan Umum Kotamadya Dati II Cirebon beralih status menjadi Unit Pelaksana Teknis yang berada
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dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Dati II Cirebon sebelas tahun kemudian tepatnya pada tahun 2001 UPT Perpustakaan statusnya menjadi Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota Cirebon.
Seiring dengan perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003. Pemerintah Kota Cirebon menata ulang kelembagaan diantaranya penggabungan Kantor Arsip Daerah dengan Kantor Perpustakaan Umum, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan lembaga Teknis Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, telah dibentuk Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Kota Cirebon yang terdiri dari dua Bidang yaitu Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan
Di tahun 2017 adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Kota Cirebon menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Kota Cirebon yang terdiri dari Sekretariat, empat bidang yaitu Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Kabid Layanan, Pengolahan Dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
 (
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3.1.1.1. [bookmark: 3.1.1.1. Sejarah Perpustakaan]Sejarah Perpustakaan

Lembaga Perpustakaan pada awalnya bernama UPT. Perpustakaan umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DT. I Provinsi Jawa Barat berdiri pada tanggal 10 November 1984, dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Nomor 060/SK. 1784-HK/1984 yang berlokasi di Jl. Brigjen Dharsono No. 11 yang berdekatan dengan pemancar Radio RRI Cirebon dan menempati bangunan gedung sumbangan dari Yayasan Ikatan Keluarga Batalion 400 (IKEL 400) Tentara Pelajar Brigade XVII Siliwangi dan beliau memberikan nama pada Perpustakaan adalah Perpustakaan 400, sehingga sampai saat ini masyarakat lebih mengenal nama Perpustakaan 400
Kemudian, pada tahun1990 berubah menjadi UPTD, Perpustakaan Umum Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya DT. II Cirebon, berdasarkan memori penyerahan urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah tingkat I Jawa Barat dan Kepala Pemerintaha Kotamadya Daerah tingkat II Cirebon
Berdasarkan peraturan daerah No. 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 6 Tahun 2001 status kelembagaan Perpustakaan menjadi Kantor Perpustakaan Umum Kota Cirebon, selanjutnya diatur dengan keputusan Walikota No. 28 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kota Cirebon


3.1.1.2. [bookmark: 3.1.1.2. Sejarah Kearsipan]Sejarah Kearsipan

Lembaga Bidang Kearsipan pada awalnya merupakan sub dari bagian umum Sekretariat Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Cirebon, kemudian pada tahun 1994 menjadi Kantor Arsip Daerah berdasarkan peraturan daerah Kotamadya DT II Cirebon Nomor 7 tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Kotamadya DT II Cirebon dan Peraturan Daerah Kotamadya DT II nomor 8 tahun1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kotamadya.
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon selanjutnya, diatur dengan Keputusan Walikota Nomor 22 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kearsipan daerah Kota Cirebon
Pada tahun 2005 status Kantor Perpustakaan umum maupun Kantor Arsip Daerah berubah menjadi Badan, yaitu gabungan antara Kantor Perpustakaan Umum dengan Kantor Arsip Daerah sehingga namanya disingkat menjadi BAPUSIPDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon. Selanjutnya, diatur dengan keputusan Walikota Cirebon No. 22 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon


Kemudian pada tahun 2008 sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka terbitlah Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon. Selanjutnya, diatur dengan Walikota Cirebon Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Cirebon
Di tahun 2017 adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Kota Cirebon yang dari awalnya Badan Perpustakaan dan Kearsipan (BAPUSIPDA) Kota Cirebon dan terdiri dari Sekretariat, empat bidang yaitu Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Kabid Layanan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan


3.1.2. [bookmark: 3.1.2. Visi dan Misi]Visi dan Misi

3.1.2.1. Visi

“Sehati Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”

3.1.2.2. [bookmark: 3.1.2.2. Misi]Misi

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul di Segala Bidang
Tujuannya Menciptakan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang agamis, kompetitif, terlatih dan inovatif serta mengembangkan nilai-nilai luhur keagamaan, memajukan dan memperkaya kebudayaan khas Cirebon
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif
Tujuannya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, meningkatkan kualitas kinerja, kapasitas dan akuntabilitas Perangkat Daerah, serta meningkatkan inovasi dalam pemerintahan.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasana Umum Berwawasan Lingkungan
Tujuannya Meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pusat-pusat kegiatan dan pusat koleksi/distribusi barang, menyediakan pelayanan utilitas umum yang direncanakan dengan matang, komprehensif dan


terpadu, serta mewujudkan kualitas lingkungan kota yang aman, nyaman, produktif dan bekelanjutan sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan.
4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif

Tujuannya Menciptakan perlindungan bagi masyarakat, mendukung penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan budaya tertib masyarakat, dan penyelenggara Pemerintahan.
3.1.3. [bookmark: 3.1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi]Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

3.1.3.1. Kedudukan

1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan
2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

3.1.3.2. [bookmark: 3.1.3.2. Tugas Pokok]Tugas Pokok

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.


3.1.3.3. [bookmark: 3.1.3.3. Fungsi]Fungsi

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya
3.1.4. [bookmark: 3.1.4. Struktur Organisasi dan Uraian Tu]Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

3.1.4.1. Struktur Organisasi

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum; dan Kepegawaian;

b. Sub Koordinator Program dan Pelaporan; dan

c. Sub Koordinator Keuangan

3. Bidang Pembinaan Perpustakaan, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Pengelolaan Perpustakaan; dan

b. Sub Koordinator Pembudayaan Gemar Membaca


4. Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah; dan

b. Sub Koordinator Pengembangan Koleksi Budaya

5. Bidang Pengelolaan Arsip, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis; dan

b. Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis.

6. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Perindungan Arsip; dan

b. Sub Koordinator Auntetikasi Arsip

7. UPT; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional


KEPALA DINAS GUNAWAN, ATD DEA.

SEKRETARIS
TOMY IPLALUDIN, S.Pd., MM.


 (
Tabel
 
3.
 
1.
 
Struktur
 
Organisasi
 
DISPUSIP
)KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN LENA KURNIATI, SE.




SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN PELAPORAN
DEWI ASTUTI, SE., M.Si.


SUB KOORDINATOR ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
BAGUS TONY UMBARA, SE.





KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
H. AGUS JAMAN. SAP.

KEPALA BIDANG PELESTARIAN DAN NASKAH KUNO
IMAS NURHAYATI, SH.

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
TITIN SUHARTINI, SKM., M.Si.

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP SUWANDI ST..




SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
WARSITA, S.Sos.

SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN PEM. GEMAR MEMBACA
AAT ATIKAH, S.Sos.

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH SURYADI, S.IP


SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA
ADE SUHAYASIH, SE.

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS MOH. SAMSUDIN, A.Md.

SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN ARSIP STATIS MA’RIFAH, S.Sos.

SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN ARSIP
DEDE MARDIANA, S.Pd., MM.

SUB KOORDINATOR AUTENTIKASI ARSIP


SUB KOORDINATOR DAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

 (
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UPT


3.1.4.2. [bookmark: 3.1.4.2. Uraian Tugas]Uraian Tugas

1. Kepala	dinas	mempunyai	tugas	pokok	pemimpin	dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan dinas;
b. Perumusan	dan	penetapan	kebijakan	teknis	operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;

e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. Pembinaan,	pengawasan,	pengendalian	dan	pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan walikota serta ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan Dinas yang meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan,	keuangan,	sumber	daya	manusia	aparatur, kerumahtanggaan, arsip danperpustakaan organisasi dan tatalaksana,
Kerjasama,	hubungan	masyarakat,	pengelolaan	barang	milik daerah/negara dan dokumentasi
 (
44
)


Sekretaris diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;

b. Penyiapan	bahan	perumusan	kebijakan	umum	dan	teknis operasional dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
c. Pengoordinasian	penyiapan	bahan	penyusunan	perencanaan lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perpustakaan dan kearsipan;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;

f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;

g. Pengoordinasian	penyiapan	bahan	penyusunan	laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas;
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang- undangan

3. Bidang Pembinaan Perpustakaan

Bidang Pembinaan Perpustakaan sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok


membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca:
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pembinaan Perpustakaan;
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pembinaan Perpustakaan;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan

e. Teknis operasional Bidang Pembinaan Perpustakaan;

f. Pengoordinasian	penyelenggaraan	tugas	Bidang	Pembinaan Perpustakaan;
g. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pembinaan Perpustakaan;
h. Pengoordinasian	penyiapan	bahan	penyusunan	laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan;
i. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan;
j. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan


layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan; dan
k. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang- undangan

4. Bidang Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno Bidang Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah
Kuno sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pelestarian naskah kuno milik daerah dan pengembangan koleksi budaya:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan


Naskah Kuno;

e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang- undangan
5. Bidang Pengelolaan Arsip

Bidang Pengelolaan Arsip sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis:


a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Arsip;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Arsip;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Arsip;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Arsip;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Arsip;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Arsip;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Arsip;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Arsip;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Arsip; dan;
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang- undangan


6. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perlindungan dan autentikasi arsip:
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;


g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang- undangan

7. UPT

UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas. UPT dipimpin oleh kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.
2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan


bidang keahliannya	yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
4) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.
5) Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3.1.5. [bookmark: 3.1.5. Tata Kerja, Kepegawaian dan Penda]Tata Kerja, Kepegawaian dan Pendanaan

3.1.5.1. Tata Kerja

1. Umum

a. Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
b. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan para oleh Kepala Bidang, para Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing
c. Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas datur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan peraturan Walikota
d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplipikasi


e. Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
2. Pelaporan

a. Kepala Dinas wajib bertnaggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
b. Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas wajib bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing
c. Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Hal Mewakili

a. Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas
b. apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan
3.1.5.2. Kepegawaian

1. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan Oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Tabel 3. 2. Jabatan Struktural

	Eselon II.b
	1 rang

	Eselon III.a
	1 Orang

	Eselon III.b
	4 Orang

	Eselon IV.a
	8 Orang

	Fungsional Pustakawan
	8 Orang

	Fungsional Arsiparis
	8 Orang

	Fungsional Umum
	15 Orang


Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon

3.1.5.3. Pendanaan

Pendanaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon

3.2. [bookmark: 3.2. Metode Penelitian]Metode Penelitian

3.2.1. [bookmark: 3.2.1. Metode Penelitian yang Digunakan]Metode Penelitian yang Digunakan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dan datanya bersifat induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melalui cara (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Pengertian metode penelitian kualitatif Menurut Sugiyono (2011) dalam Elvera dan Yesita:


Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi

Adapun metode penelitian kualitatif yang dikemukakan Creswell (2008) dalam Elvera dan Yesita, bahwa:
Metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengetahui gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai informan atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas

Sedangkan menurut Sugiyono (2019:318) :

Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal kualitatif juga masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2011: 8-13) memiliki sejumlah karakteristik tertentu Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut.
1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat (instrumen)
3. Metode kualitatif
4. Analisis data secara induktif
5. Teori dan dasar (grounded theory)
6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses dari pada hasil
8. Adanya “batas” yang ditentukan oleh fokus
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama


Berdasarkan pengertian menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sebuah objek untuk mengasilkan data deskriptif berupa kata maupun tulisan yang dapat diamati dan datanya bersifat induktif

3.2.2. [bookmark: 3.2.2. Desain Penelitian]Desain Penelitian

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti ingin lebih mengetahui lebih dalam, menggali, menemukan, memahami, menjelaskan serta memaparkan tentang “Analisis Penyusutan Arsip Inaktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon”
Dalam penelitian ini yang diamati adalah pelaksanaan Penyusutan Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang didapat lebih lengkap. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan desain penelitian di bawah ini:


Tabel 3. 3 Desain Penelitian
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)Desain penelitian
Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif

Sasaran dan informan penelitian
Penentuan sasaran penelitian yaitu unsur terkait Penyusutan Arsip Inaktif yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon .

Teknik Pengumpulan Data
1. Studi kepustakaan.
2. Studi Lapangan:
a. Observasi
b. Wawancara
c. Dokumentasi
3. Triangulasi


3.3. [bookmark: 3.3. Informan dan Teknik Pengumpulan Dat]Informan dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. [bookmark: 3.3.1. Informan]Informan

Informan penelitian atau disebut dengan sumber data Primer adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2009: 97). Informan lebih diidentifikasikan, dinilai sebagai individu yang mampu atau diminta peneliti untuk memberi uraian, cerita-detail selain tentang dirinya dan terutama tentang individu lain, situasi dan kondisi atau peristiwa di lokasi penelitian
Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020: 96). Untuk menentukan informan harus memiliki kriteria tertentu yang dapat memperkuat alasan pemilihan seseorang menjadi subjek penelitian. Oleh karena itu, pertimbangan pemilihan informan pada penelitian ini memiliki kriteria sebagai berikut:
1. Informan merupakan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon yang mengelola arsip atau staf yang membantu dalam pengelolaan arsip
2. Informan terlibat langsung dalam kegiatan penyusutan arsip Informan-informan dalam penelitian ini yaitu :
a. Informan Kunci (Informan Key)

Sub Koor Pengelolaan Arsip Dinamis

b. Informan Pendukung

Arsiparis Penyelia dan Arsiparis Terampil


3.3.2. [bookmark: 3.3.2. Teknik Pengumpulan Data]Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari:
1. Studi Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dari sumber- sumber tertulis yaitu buku-buku, internet dan sumber-sumber tertulis lainnya.
2. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung dengan meneliti secara mendalam yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati keadaan dan kejadian yang berlangsung dan mencatatnya. Metode observasi ini menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi dan perilaku.

b. Wawancara.

Peneliti melakukan teknik wawancara dengan tujuan menggali lebih dalam, wawancara dilakukan secara terpimpin dan terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap pada penggunaan metode observasi dan wawancara. Data ini berupa, foto, video dan rekaman.

3. Triangulasi, diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang


sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data
3.4. [bookmark: 3.4. Operasionalisasi Konsep Penelitian]Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi Konsep Penelitian merupakan upaya yang dilakukan peneliti dengan cara mengoprasikan konsep penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan kemudian dijabarkan menjadi parameter- parameter.
Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka konsep penelitiaan dalam penelitian kualitatif yaitu : (Analisis Penyusutan Arsip Inaktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon) dioperasikan atau dijabarkan kedalam parameter seperti data dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3. 4 Operasional Konsep Penelitian

	Aspek Kajian
	Dimensi
	Parameter

	



Penyusutan Arsip Ira A. Pena dalam buku Sudjono, dkk (2007)
	1. Menyusutkan arsip yang habis masa retensinya
	1. Prosedur atau langkah- langkah

	
	
	2. Waktu yang diperlukan

	
	2. Menentukan arsip yang harus disimpan untuk sementara waktu
	1. Waktu yang tepat

	
	
	2. Jenis Arsip

	
	3. Menyimpan arsip yang mempunyai nilai guna permanen
	1. Penyimpanan

	
	
	2. Pengolahan


Sumber : diolah peneliti


3.5. [bookmark: 3.5. Pengujian Keabsahan Data]Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian sering hanya ditekankan pada validitas dan reabilitas, teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan membercheck), transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas.
Sugiyono (2017:125) menyatakan bahwa teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada dan sumber data yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik, yaitu peneliti melakukan teknik pengumpulan yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
Triangulasi data dilakukan untuk validitas data yang diperoleh untuk menghindari dari biasnya penelitian. Informan digali dari sumber yang berkaitan dengan Analisis Penyusutan Arsip Inaktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon


3.6. [bookmark: 3.6. Teknik Analisis Data]Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam kualitatif dilakukan dengan cara mengenalisis secara mendalam data deskriptif yang diperoleh dari data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
Menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2017:133), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.
Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Mails & Huberman dalam Sugiyono (2017:132) dengan tahapan pengumpulan data yaitu :
1. Data Collecting (Pengumpulan Data)

Merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Makin lama dilapangan maka makin banyak jumlah data yang didapatkan dan semakin bervariasi.
2. Data Reduction (Reduksi Data)

Yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Didalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.
3. Data Display (Penyajian Data)


Menurut Miles Huberman dalam Sugiyono (2017:137), menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi
4. Klasifikasi Data (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi)

Peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi data yang diperoleh sejak awal mencoba mengambil kesimpulan

3.7. [bookmark: 3.7. Rencana Jadwal Penelitian]Rencana Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pelaksanaan Penyusutan Arsip Inaktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon. Penelitian ini berlokasi di Jl. Brigjen Dharsono No. 11 yang berdekatan dengan pemancar Radio RRI Cirebon dan menempati bangunan gedung sumbangan dari Yayasan Ikatan Keluarga Batalion 400 (IKEL 400) Tentara Pelajar Brigade XVII Siliwangi dengan rencana jadwal penelitian sebagai berikut:
Tabel 3. 5. Jadwal Penelitian

	
No
	
Kegiatan
	Tahun
	2023

	
	
	Bulan
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli

	
	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
	Tahap Persiapan

	1
	Studi Literatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pengamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
No
	
Kegiatan
	Tahun
	2023

	
	
	Bulan
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli

	
	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	
3
	Penyusunan dan Bimbingan Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Seminar Proposal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tahap Pelaksanaan

	1
	Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Wawancara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pengolahan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4
	Penyusunan dan Bimbingan Seminar
Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tahap Akhir

	
1
	Seminar Hasil
Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	Revisian Hasil Penelitian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sidang Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


